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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan keran (klerikal), biasanya
melebihi beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin
adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi ( Zaki.
Baradwan,1990 ).

Prosedur adalah suatu urutan Kkegiata clerical, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam suatu  dapartemen atau lebih disusun untuk menjamin
adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang sering terjadi
(Mulyadi-1991).

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan clerical biasanya melibatkan
beberapa orang dalam suatu dapertemen atau lebih yang dibuat untuk
penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara
berula-ulang (Mulyadi 1992).

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan clerical, biasanya melibatkan
beberapa orang atau-lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang
seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi (W.Geland Cole
1971).

Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang
berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan
melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu ordanisasi (

Kamarudin 1992 ).
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Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan
yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu
untukmelaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang ( Ismail

Masya 1994 )

B. Pajak
a. Definisi Pajak
Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda tentang pajak.
Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli diantaranya :
1. Menurut Prof. Dr. Soemitro,S.H

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapat jasa timbul
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum - (Mardiasmo,2000)
2. Menurut Sommerfeld
Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib
dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintahan berdasarkan
peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan
seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas menjalankan
pemerintah (Mugodim, 1999)
3. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andiani
Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dilaksanakan)
yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan

pemerintah (Waluyo,2003)
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Dari beberapa definisi di atas pajak dapat diartikan sebagai salah satu
pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam
pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara), berdasarkan Undang-
Undang atau peraturan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi
yang secara langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual
dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber peneriman negara
yag akan digunakan untuk. pengeluaran pemerintah baik rutin maupun

pengeluaran pembangunan.

. Fungsi Pajak
Fungsi pajak merupakan bagian dari tujuan pajak, sedangkan tujuan

pajak berhubungan dengan tujuan negara, dimana tujuan pajak itu harus
diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi dasar landasan tujuan
pemerintahan.Di dalam tujuan pajak maupun tujuan negara Semuanya
mengarah pada tujuan masyarakat.Dimana tujuan masyarakat inilah yang
menjadi falsafah bagi bangsa dan negara, sehingga pajak yang dipungut dari
masyarakat itu hendaknya dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan
masyarakat itu sendiri.
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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Contoh:

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.

c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.

c. Pengelompokkan Pajak
1. Menurut golongannya
Menurut golongannya pajak ada 2 golongan yaitu :
a. Pajak langsung
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung  yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak pertambahan nilai
2. Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Pajak subyektif
Pajak subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau bersandar pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak penghsilan
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b. Pajak Obyektif
Pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
Menurut Lembaga Pemungutnya dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemeirntah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
1) Pajak daerah tingkat |
Contoh : Pajak kendaraan bermotor
2) Pajak daerah tingkat Il
Contoh : Pajak hotel dan restoran, pajak reklame dan pajak

penerangan jalan.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
a. Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
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b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak
berjalan.

c. Stelsel campuran
Stelsel -ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan
dengan keadaan yang sebenarnya.Bila besarnya pajak menurut
kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib
Pajak harus menambah.Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya
dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang
berasal dari dalam maupun dari luar negeri.Asas ini berlaku untuk
Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
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c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
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c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

e. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase. yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai paak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai
pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.
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C. Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Pengertian PPh pasal 22
Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan
Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak
yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan
kegiatan perdagangan barang. ‘Mengingat sangat bervariasinya obyek,
pemungut, dan bahkan tarifnya, Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit
dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada
umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang
dianggap ‘menguntungkan’ — sehingga baik penjual maupun pembelinya
dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh

Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

b.  Ketentuan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat
yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22
1) Menteri keuangan dapat menetapkan :
a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang.
b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajk yang
melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang

lain, dan

16

Pelaksanaan Pemotongan Pajak..., Novita Dwi Irfianti, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



c) Wajib Pajak bidan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
penjualan barang yang tergolong sangat mewabh.

2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, criteria, sifat, dan besarnya
pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3) Besarnya pungutan sebagaimana maksud pada ayat (2) yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib
Pajak.

c. Pemungut dan Obyek PPh Pasal 22

Yang termasuk pemungut dan obyek pajak dalam hal ini adalah:

1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor
barang;

2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau
Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,, berkenaan
dengan pembayaran atas pembelian barang;

3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)atau pejabat penerbit Surat Perintah
Membayar yang diberikan delegasi olen Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada
pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung

(LS);
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5) Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri
rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di
dalam negeri;

6) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang
meliputi:;

a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk., PT ~Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbhk., PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Thk., PT Hutama Karya (Persero), PT
Krakatau Steel (Persero);

b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,berkenaan dengan pembayaran
atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan
kegiatan usahanya.

7) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri
kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas
penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

8) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek
(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan

kendaraan bermotor di dalam negeri;
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9) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas;

10) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari
pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

11) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang
merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan
industri antara dan industri hilir.

12) Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan
usahanya:

a). mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan; dan

b) menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang
bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,

dan perikanan.
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